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IRIGASI

DEI'IGASI RAH*{AT ruHAfi YA}IG IfrAHA ESA
EUPATI 4(O+IAUdE,

bahv",a irigasi adalah sebagai salah saiu sektcr pendukl,ng

keberhasiian pentrangr.inan Caerah di:bidang periaman, seita
dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan nrendukung
peni ngkaian pen d4atan petani, nraka,perlu rneni ngkad<an sistem
pengelolaan irigasi daiam wilayan Kaio. Konawe;
bahwa beroasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a teisebut diaies. maka dioandan peiiu diatur dai.arn

Peraturan Daerah .

Unclang-Undang lJomo 29 Tahun 1359 tentang Panbentul,an
Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi {Lenibarar lthgara R'l

Tahun 1959 !{crnor 74. rambahan Lembaran irlegara n! 1822);

Undang-Undai'rg Nomor 5 Tatun 1950 Tentang Peraturan Oasa
Pokok-Pokok Agrar.ia ilernbaan Negaa Tahun tr9c0 Nornor '1M,

Tanrbahan Lembaran Negara,lrlonCIr 2043);
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4.

5.

6.

7.

8.

g.

Undang-unCang lrlomor 23 Tahun 19E7' ientang

Penge :olaen i-ingi<ungan Hldup {'-einbarar l{egara

Tahun ig9i fllor:rrcr 69, l-ambai.n Lembala" Negara

Nonici 3699i:

Undang-uildang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber

Daya Air (Lemba:-an Negara Tahun 2004 Nonrcr 32,

Tarnbahan Lembaan Negara l*lomor 4337);

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2044 bntang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran f,legara Ncmor 4389);

Undang-undang Nomoi' 32 Tahun 2AU, tentang

Pemerintahan Daerah (Lenrbaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor'4437),

sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tatriin 20M tentang Pemerintahan Daerah

(Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negai'a Nomor 4493) yang ielah ditetapkan

dengan l..tndang-Undang l.lomor' 8 Tahun 2005
(Lenbaran !"leqar-a Tahun 2005 l$mol i08, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548);
Undang-undang Nonror 33 Tahun 200l, {entang

Perimbangan !'-euangan aniara Pemeiintah Pusat dan

Pernerintah Daerah {Lemcaran Neqara Tahun 20M
l.Jomcr 126, Tarnbahan Leinbaran I'legara i{oi'nor 4433):

Peraturan Pemei'intah l{or:ror i4 Tahun 1967, tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Per"erintair di 3idang

Pekerjaan Urni.im Kepada Darah {Lemtlaran Negara

Tahun 1987 Nomor 25, Tarnbahan Lennbaran Negai'a

l.ionior' 3487):

Perafuran Perneriirtah Nomor 25 Tahun 2CC0, teniang
Kevrenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagaiDaerah Otonom {Lembaran Negrara Tahun 200C

Nomor 54, Tl;mbahan Lembaran Negara Rl Nomor
?o(r\.
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10. Peraturan Penreriniah iiomcr 26 Talun 2304 tei.'tang

Penrbahan lia::ia Kabupaien 
"t 
c.rizq nrcnjadi

:(abupa:;n Konawe {!-ernbaran Negara Tahr-;n ZACA

llomcr 103j;
11. Perafuran Pemerintah Norncr 82 Taiiun 2CCt3 tentang

Pengelolaan K ualitas .d r dan Pen gen -dali an Pencemaran

Air (Lembaran Negara Tahun 2001 l{omor 153};

12. Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2006, teniang

lrigasi (Lenrbaran Negara Tahun 2006 Nomor 35);

13. Insfuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969, tentang
'Felaksanaan Pengelolaan Pengairan iPengaturan Air

dan Perneiih ataafi Jarin gan lrigasi) ;

14. lnsfuksi Presiden No. 2 Tahun 19P,4, tentang

Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3H);

15. lnsfuksi Presiden liorncr 3 Tahun 1ggg, tentang
Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan lrigasi;

16. Keputusan Menteri Dalarn l{egeri illonnr 2 Tahun 1999,

tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai

Air (P3A,;

17. Kepuiusan ft4enteriPermukiman dan Pi'asaana \{ilayah
No. 529r KPTSA,tl2ilCl, r.efltanE Pe'iorran Feryerahan
Ke,,venangan Fengeloiaan k-igasi kepada Petani

PemakaiAjc
18. Keputusan [4enteri Daiam Negen l'{omor Sli Tahun

2001, tentang Pedoman Pemberdayaan Peii<urnpi.rian

Petani Pemakai Air:

19. Kepu.tusan Menieri Koorciinator Bi..iang Perei.onomiai'r

lloirpi' KEP-'i4f\ii.EKCw1?2001, lerriang Arahan
Kebljakan Nmlond Sumber Daya Air;

2C. Keputusan lvlenteriDalam t',legeri f*lonror 22 Tahun 2003

tentanE Pedcrnan Pengatrrran 'i?ev..eneng, Tugas dan
-l-anggung 

Javrab Lembaga Penge*Ca lngasi Pr*pinsi
dan Kabupaten/Kota;

21. Keputusan Menten Keuangan Ncmor 298/Kt\4K.022003
tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengeiolaan lrigasi
Kabupabn / Kota;

t'a
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Peraturan Daerah Kabupatpn Kendan l'lorno.r 16 Tariun

200C tentanE t:wenang3n Pe:reriniah ;'.abucr'en

Ke.r!.:.i sebec::i Daerah Otlnoin i'enbarar: ';aerah
-l-ahu:r 

2C30 lJcm.r $41:

Peraturan Daerah Kabupaten Kendai l'ionrcr 20 Tahun

2000 sebagainuna telan diubah ier*,nir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kerdari t',,Ic;ttc: 13 Tahun

20C3 tentang Pembentukan, susunan Oragnisasi cian

Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nonpr 27 ),

Oengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERIYAKII,AN RAKYAT DAER,AfI KABUPATEil KONAWE

dan

BUPATI KONAII,'E

MEHUTUSKAN:

Menetapkan PERAruRAN DAERAH
TENTAHG IRIGASI

BAg I

KETEHTUAT{ UlvluM

KABUPATEN KONAWE

Fasai '!

Dalam Peraturan Daerah ini. yang dirnaksudt.aii ienSan :

1. Pernerin+ah Pusiil yang selan;uhya di,qcbut Penrerintah. ada!:h Perangkal
Negara Kesatuan Flepubiik lndonesia yang terdiri Presiden beserta pa'a lvlenteri.

Pemerintah Provi nsi ad alah Pemeri ntah Provi nsi S ular,rresi Te ng g aa.
Daerah adalah Kabupaten Kona,ve.

Pemerintah Daerdr adalah kepala daerah b€serta perangkai ciaerah sebagai
unsur penyelenggaa pemerinlahan daerah.

5. Eupatiadalah Bupati Konar,ve.

6. Dinas adai-ir Dina Permukiman dan Prasarana Wrlayah Kabupaien Konawe.
7. Kepala Di as adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Kabupden Konawe.
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8 Pihak yanO ben';enang arialah Pelalal yang cii!-rnjul.l oien Kecaia Daerah , yang

bertndall Untuk ijan 3t?S n.,,rr.i :,epalaDZe'iir.
2. Sunibar Daye 

"iii 
ad;iiaii tir, sur-li-'tr- : - dai: :';;va 2[ '12' 3 iei:kanour:; rli

ciaiarnnya.

10. Aii'adalah semua ai yar,e terdapaipa(a, dt aias maupun C: oawah peimukaan

tanah, ternnasuk dalam penger-tarr ini arr garmukaan, air tanan air hujan, can aii'

laut yang berada di darat.

11. SuniberAjr adalah tempat atau wadah ar aiantt ciaruatau bua'ran yang terdapai
pada, diatas, rnaupun di bawah permukaan tanah.

12. Daya Air adalah poiensi yang terkandung dalam air dan/a''.au sumbe!'air yang

dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehiduoan cian penghidupan

rnanusia serta lingkungannya.

13. lrigasi adalah usaha penyediaan, nenEafuran. dan pembuangan air untuk

menunjang pertanian.

14. Jenis-jenis lrigasi meliput irigasi permukaan. irigasi ravra. irigasi air bawah ianah,

irigasi pornpa dan irigasi tambak.

15.

1e

17.

18

1g

20.

21

Pertanian adalah suatu kegiatan yang nrercakup tanaman
perikanan air tawar, pei'ikanan air pavau. cjan petemakan.

Daerah Ingasi adaialr kesatuan wilayah ,vang niendapat

pangan, perkebunan,

air dari saiu jaringait

rncasr.

Dacrah lriga.i Pemenritah adalah daerah iigasi yang luasnya lebih dari 1.C00 ha

atau daerah rnEasilinias provinsi, linias negara,dan stategi negara nasionai.

itaerah lrigasi Provinsi aijalah Caerah inga;, vang luasnya iebih dan 1.000 ila

sampai dengan ::.C00 ha aiau daer-ah irigasi kr.irang dari 1.0C0 ha yang bersifat

iintas kabupaiei,rkoia.

Daei'ah lrigasi Kabupaen adalali cjaerah ingasi yang luasnya kui'ang dari 1.0C0

ha dan berada daiarn satir kabupaten.

Jaringan adalah saiuran. bangunan dan Dangii;ran pelengkapnya yang

merupakan safu kesafuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari

pgn./ediaan, pengambilan,rrer.'rbagian. pemberian, Fenggunaan, dan

pernbuangannl'a.

Jaringan Pi'imer dan Janngan Sekunder adalah jaringan irigasi,mulai dari

barrgunan ui.ama,saiuran irrduUprirner. saiuran sekunder. dan saiuran
pembuangannya, bangunan pembagi bangunan sadap. seria bangunan
petengkapnya. termasuk sumur dan insia[asi pomoa dalam iaringan irigasi air

Aurh* € mon B<4ion Hukr



tar,ah aiau b:igulr:r utarna,jar jani-i::t,,disfibusi pada ilcz.., mikro, aniara iain

i::g:sr i.etes. irigasr curah, ir;3asi kencii i:n sebagainya.

21. C"l'-trqan ,l.ir T,:,rah aCalah -rUa.ir v'iiayah ier'i dlCaiaSi 0i€1, lataS

hidi^.rgeologis, tempat semila re;l'ciian iliticgeolcgis Sepertj oros3s

per, gimbuhan. pe n gaiiran, dan peiepasan air ianah iangsung.

23. Jaringan lrigasi Desa adalah jaringan ingasi yang dioangun dan oikeio{a oieh

rnasyarakat desa.

24. .Jaringan lrigasi Ar Tanah adalah jaringan irigasi yang bersumber dan air ianah,

muiai dan sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah

iennasuk bangu nan didalamnya.

25. Janngan lrigasi Tersier adalah jaringan iiigasi yang berfungsi sebagai piasar'ana

pelayanan air irigasi dalam petak tersiei'yang terdiri dan saluran tersier.salui'an

kuarter dan saluran pembuang,berikut bangunan pelengkapnya termasuk saluran

irigasi air tanah beserta bangunan diCalamnya atau jaringan pernberi cialai'n

irigasi mikro,antara lain irigasi tetes, irigasi cwah, irigasi kendi dan lain

sebagainya.

26. Saluran lrigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimt:lai

setelah bangunan pompa sampailahan yang diairi.

27. Pelak irigasi adaiah petar tanah yang mempeioieh air-ingasi.

28 ?ela\, Tersiei adaiah ktrmguian petak savrah yang rnerupakan keseir.rii oan

nendapalkan air ingasi meialut satu jaringan tersier.

29. Penyediaan Air lrigasi adalah p:nentuan volune air per satuan utakiu ,vang

dialokasikan rjan iuaiu suml;er air unt,tk suatu Caeralr irigasi ya;rg didasad<an

waktu, jumlah darr mutu sesuai kebutuhan uniui, nienunjang penariiar can

kepenuan iainrrya

3C. Pembagian Air lngasi adaiah k+:iatan rnemlragi air oi bar:gunan pembagi air

dalan jaringan primer dan jaiirtgan se!.ultrle,'.

3i. Pernberian .Air lrigasi adalan iiegiatan r-renyalurkan air iengan
darijarinEan primer atau jaringan sekunder.

32. Penggunaan Air lrlgas; adalah kegidu:n mer,an.raatran air untuk
pada saat Ciper'1ukan.

jumlah teterili

lahan per'ralian

33. Drainase adaiah pengaiiran kelebihan aii'irigasi yang suctah tdak dipergunakan

iagi pada suatu daerah irigasi teiienfu .

34. Komisi lrigasi adalah lembaga kocrdinasi Can komunikasi antara pemerintah

kabupaten dengan pei'kumpulan petani pemakai air tngr.ai da,iah irigasi

pemakai janngan irigasi uniuk kepaiuan iainnya.

Aulnq € ntr &!iqn Hr*F



35. Foium Koordinasi Daerah lrigasi arjaiah sarcna kor;3i;ii3Si ian kcmurrikasi ijari

dan anta;a L.e*r;rnr11;36 petani g9r:,-:t?i at, petugas i'cr,er-iniah d;ei.'r't :e,13
pe ma(ai laringan iriq2sl u.ir,|'. keoelluar; iainnya, rj.:ian: rai:gi.z peiigeiciaan
;.igasi y<r'! iafit,gannya Len'.rngsi niuii3',na raria suaiu d::elah {rigasl YanE

dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

36. Petani Peinakai Aii- adaiah sernua petani yang mendapat nikmai dan rnanfaat

secara langsung dari pengeiolaan air 'iari jaringan irigasi termasuk irigasi pompa

yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggaap sa,rrah. Penggarap/penyakap.
pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi

iainnya.

37. Perkumpulan Peiani Pemakai Air yang selanjutnya dlsingkat P3A adalah istlah
umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petanipemakai

air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air

sendiri secara demokatis, termasuk lembaga lokal pengeloia irigasi.

38. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya Cisingkat GP3A

adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dan sejumlah P3A yang

memanfaa$<an fasilitas irigasi, yang bersepd<at bekerjasama dalam pengelolaan

pada daerah irigasi atau sebagian daerah irigai atau pada tingkat sekunder.

39. inouk Perki.impulan Petani Pernakai Ajr iwoi Nunulai yang selanjutnya disingkai
lP3A adalah istjian umum untuk wadah Leie,r.rbagaan dari s:;u,rr'iah GP"IA atau

P3A yang nremanfaafran fasrlitas ingasi, yang lrasepaka bekerjasama dalam
pengeioiaan pada slratu daerah ing*i atau safu sistern daerah irigasi atau pada

tngkat irrdukJpiirer.
40. irrran Pengeioiaan iiigasi aialaii iuran yang dipungut, disimpan, dan

rina:ifaat<an oieh PiA. GP3A cian iP-rA s?ca!-a otoncrr dari b'arrsparan untuk
penyeienggai'aen iugas clan kevrajiban serta hiaya pengelolaan irigasi.

4'1. Penoenrbangan j:ringair lngasi adalah pembangunan jaiinqan irigasi baru dan

atau peningkatarr janil gan ingasi.

42 Sisiem irigasi nielipuil prasarana irigasi, manajemen irigasi, instrti.rsi pengelola

ingasi dan sumber daya manusia.
13. Per'nbangunan .Jal:-:ga;i lrlgasi aiarah seiur-iih kegiatarr LrrnyeOiaan 1a-ingaii

irigasi di wilayah tertentu yang beium ada iaingan irigasinya atau penyediaan
jaringan irigasi untuk rrenambah iuas arealpelayanan.

44. Peningkatan Ja,ingan lrigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan

mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan cjaerah

meningkafian fungsi dan peiayanan irigasi.

\
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c5. Pengeloiaan larilgan lrigasi adaiah i:egiaiar yang meliputi aperasi'

pemer,ri,iaail caf I rehabilitasi jeringan ii,Ea:1.

15. Pei;;cirl-r3ngan can Pengeiciaai i,ig;; Pails :'tri atJaiah petrvelenltj?icirl

rgasi berbasis peran se(a getanr Sejak llenrr,'iran avlal s3rl-rpei dengan

pengambiian keputusan, dan pelaksanall lsEidra'r pad.a tahap perencanaan'

pembangunan,peningkatan,operasicianpemeliharaan'reh:triliiasi'
pengamanan dan korswasi.

47. gperasi Jaringan lrigasi adalah upayt pengaturan air pada jaringan irigasi yang

meliput p.ny.Oir.n, pembagian,'pentberian, penggunaan dan pembuangannya

termasuk ke giatan #mUuta-menutuo pinfu bang u nar r irigasi, menyusun rencan a

tata knam, menyusun sistem gclongan, menyusu:., ren6ana pembagian alr'

kalibrasi, pengumpulan data, pemarrtauan dan evaluasi'

48. Penetiharaan Jaringan trigasi adalah upaya unfuk menjaga pfasarana jaringan

irigasi selalu dapat berfungsi dengan bak guna pelaksanaan operasi dan

kelesiariannya.

49. Pengamanan Jaringan lrigasi adalah upaya unfuk mencegah dan menanggulangi

terjadinya kerusakin jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air,

heyJ an, atau manusia grna hernpe*ahankan F..:l-r gsi jad:lg an iri gasi.

50. Rehabilitasi Jaringan 
-lrigasi 

aclalah kegiatan fiei-baikarr jadngan lrigasi gurta

rnengembalikanfungsidanpelayananiriEasiseperijsernula.

5i. lnventarisasi Daerair lrigasi aCalah kegiatan pencatatan/oendataan kondisi dail

perubahan jaringan irigaii guna menunjang pelaksanaan pengelolaan rrigasi.

52. Pengeloltun As.t triiasi aOalah kegiatan proses yang tei'sfuktur dan dapat

drevaluasi untuk perincanaan pemeliharaan Can invensf.asi prasai:ana lrigasi

guira tnencapai tingka^t peiayanan vang iiitetapran cian b'e*eianjrltafl bagi

ierggtna dengan penlbiayaan pengelolaan seefrsien mungkin'

Fasal 2

lrigasi diselenggarakan berdasarkan asas keseirnbanga;r sosial, ekonontis, ieknis

efiliensi, efekt!vitas, dan beikeianjutari, keadilan keraanciifian, f,ansparansi dan

akuniabilitas publik. 
pasal 3

lrigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaa:an air

pertanian secara tepadu dan benruawasan lingkungan.

A,:hq Q a.:r 9c;o H'J<m
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Pasal 4

iatat:i t-di1Qr.2
irigasi beriungsi

Letahanan [,angan

i (2)

(1)

(2)

BA3 !I

PENG EMBA}IGAN, PENGELOLAA}! IR,IGASI EN}{

T.ELEMBAGAAN PE}IGELOLA IRIGAS!

Bagian Pertama

Pengembangan dan Pengelolaan lrigasi

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan

mengutamakan repentingan petani dan mengikutsertakan petani dalam

keseiuruhan p roses pengambilan kep ufu san serta pelaksanaan n ya ;

Untukmencapaip*ng.'l.ngandanpengeiolaanirigasisebagaimana
dimaksuci paca ay; (1), iiiakukan pemoerdayaan P3A secara

beri<esinambungan dan berkeianjutan yang nreliputiaspek kelembagaan, teknis

dan pembiaYaan.

Fasa[ 6

untuk manjam;n tei'selerrEEaranya pengernbagan dan pengeiciaan ii'lgasi YanE

efisien dan efekiif serta iJpat memberikan ntanfaai yang eebesar - hesarnya

kepada petani, pengembangan dan pengeioiaan ingasi -vang 'jiiaksanakan

c.ng,n 
'.nEoptin].lKan 

pemanfaatan ai;- hulan, ail pemlukaan, aii. tarrah

tucit. terpadu dan 'nengutamakan air perniukaan;

Penyelenggai'aan dan p"engembangan dan oerrgelolaan irigasi sebagaimana

dinraksuo pacta ay:t 1i) oi[Xsanattln 'Jenga* pnnsio saiu sisrt:m irigasi satlt

kesatuan 
' 

pengembingan dan pengeloiaan. dengan memperhatikan -

kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah, cjan hilir secara selaras.

Penyelanggaraan pengemb-angan dan pengelolaan irigasi ditakukan dengan

nreti'Ut*an-semua pinai yang ieftepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan

:ring;n irigasi Yang cPtma!.

(1)

(3)
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Fasai ;

r-j,'ii:i,. meirl,'ie'r"tahanilari fUi'itt: i, iCasr 11,1; i ;ir,2:, i

n:aks,tna!

Keberiartjuial :lstenn irigasi sebagaimana ciimaksuC padd ayat (i) diwujudkan

dengan cli;kungan kearrdalan air iriq:si dan prasaana irigasi yang baik serta
peningkdan pendapatan petan; da'! usaha rani,

Keandalan air irigasi sebagaimana dinraksuci pada ayd. i2) dapat diwujukan
dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, jaringan drainase yang

memadai, mengendalikan kualitas air, dan memanfaa8.an kembali air drainase.
Pr-asarana irigasi yang baik sebagaimana dimaksuj oada ayat i2) dirvujudkan

malalui perencana, pelaksanaan konsfuksi, kegiatan operasi dan
pemeliharaan sesuai'norma, standar, peComan dai r"nanual yang berlaku;
Untuk mendukung peningakatan penCapatan petari cari usaha tani sebagai
mana dimaksud pada ayat (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi

dilaksanakan sejalan dengan diversifikasi tanaman modernisasi usaha tani.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengelola irigasi

Pasat I

u'intuk rneni;mrn terselenEgaranya pen;;eioiaan ingasi s:bagar,.nana diniaksi;d
pada pasal 5 ayai ii) diupayakan keierpaCuan rlan keserasian hubLrngan

serta iindax.an diantara iembaga Pengaitla ir-iga:r.

Le mbaga Pengelola irigasi yang dimaksud ayat i1 : ne ilpirt' instansr Pemerir:iah

Daeran, F3A atau Prhar Larn'vang kagiaiannya Der'.e;tan dengan pengeioiaan
irigasi, sesuai Cengan ke'ienangannya dalam perencanaan, peiaksailaan
konstuksi. operasi dan per-neliharaan, rehabiiitasi, peningkatan, dan
pembiayaan jai'ingan irigasi:

Petani Penakai Arr vrajib neinbenr*k pe*um;uiai pelani pe,"i-rairai air pada

fingkai Fetak Tersier atau Desa Can dapat rnenrir':ntirk sarnpai tingkat daer'ah

irigasi sesuai dengan kebutuhan:
Untuk mer,,,ujudkan pengeiolaan ingas! oariisipatf Bupati membentuk dan

meneiapkan Komisi lrigasi:

{i)

(rl

l3r

,d\
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lf\

(o)

Kci'nisi lrigasi beriungsi rnembanfu B,-.,lai caiam oerdngkatan kinerja

pengeioiaan ingasi, terutim: yadaploa bid:rg penyeiiaa;;' i:embag'an ' dan

p.'-tbei,an aii irigasi bagr iana,ian 1an uniuk relerrual iainya Seria

L,ele koi nen cj asii'.ai lricrilai aioiasi iiana pen getoiaan iri E asi;

Dalam rangka xoordinasi pengelolaan drdaeran irigasi yang janngan utamanya

berfungsi multi guna. Oapat dibentuk Fcrum Kooidinasi Daerah lrigasi yang

anggotanya terdiri dari pihak terkait seca a partisipatl

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Vriewenang Pemerintah Daerah meliputi :

a. trlenetipkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi

berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan

p rovi nsi de n gan memperhatkan kepentingan daerah;

b. l"4elaksanakan tugas pembaniuan pengernbangan dan oengeiolaan daerah irigasi

pemenntah Can aiau daerah irigasi provinsi;

c. fu4elaksanakan pengemb.ngan irigasai ptimei oan sekuncier pada daeran irigasi

kabui;aten;

d h,lelaksanakan pengeloiaan ingasi pada daeran irigasi kabupaten;

e. [leinberr izin oenggunaair cian pengusahaan air ianah untuk irigasi yang tedeiak

Civriiavah kabuPaten,
t l,,,lenj:ia efisiensi, efektvrtas Can ketertban pelak;ai-r?30 porrlombangan dan

pengeioiaan irigasi pada daer-ah ingasi kabupaten;

g t,temfasittasi penyelesaian senkeia antar caeran irigai yang baada drwilayah

satu kabirpaten dalarn pengeinbangan dan pengelolaan irigasi,

h. lulemberikan bantuan kepada peiani dalam pengembangan dan pengelclaan

ingasi yang mer4adi taiigguiig jawan petani atas pec"n;ntaannya;

i. Membentuk komisi irigasi:

j. tvlelaksanakan oemberdayaan P3A ;

i Memberikan izin pernbangunan. pemaniaatan. perubahan dan

pembcngkaran bangunan atau jaringan irigasi priner dan sekunder

keperiuan selain inoasi pada daerah ingasi daiam wiiayah satu kabupaten'

,{-rhq Q nar 3oqi6 Hukufi
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Pasal 10

\'Vetvenang dan tdnggung jawab pe,'rx:rtah Cesa melip'-,tJ :

a. lvlelar'.sanakan pengelolaarr iriqas. yang oioangu'n ,-rleh peni:iintal-: desa;

b. I'"4enjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan irigasi

yang menjadi kewenangannya;
' ' ",1;1.:.:: .- :;, ,.-;:ti p:::li Cal:; i?',:=ifii,L??g. c:l 1::1:l:!l:n

J'., .- ^ ^ -,.,,^ ;^,,,^h ^ ^r- ^i ^r^^ ^ ^ 
-;^r^ 

^^6\/.
' ;.,.') -',JI;rvr'r-.-,r-.i_j-.iu ji,rJJy;r-.lrrtJ.JJFJ,,",,i,--1,,',r'-

P:sal 1i

Wervenang dan tanggung jawaD masyarakat petani ntelalui P3A meliputi :

a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan

iri gasi tersier yang menjadi tang gung iawab nya,
c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau

pembongkaran bangunan atau jaingan irigasi tersier untuk keperluan selain
ii'igasi.

BAB III
PENYELENGGARMH iRIGAS PARN$PATIF DAN

PEMBER.DAYAAH LEMBAGA PENGELCLA IRIGASI

Bagian Peilama
Penyelenggaraan lrigasi Parijsipadf

Pasai 12

(1) Pengembangan dan pengeloiaarr irigasi panisipatif disdenggarakan di seluruh

daerah irigasi baik yang dikelda oleh pernerintah dae'ah, badan usaha, badan

sosiai dan persecrangan dengan rnenEikn se'rakar peia;ii secara aktt
(2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi grrtisipatii dimaksudkan untrrk

meningkaflen rasa rnemiliki, rasa tanggung jarvab dan kemampuan P3A

Calam ra'lgka menlngkatran efs,bnsi, efektivibs dan kebe,4aniutan sistem
irigasi;

t2Auihr e nm BcSicr l-iukm
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(3)

(4)

(5)

Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi vang menjadl tanggung jav;ab

letani pemerintan Caerah Cacrat membafitu aia-. rlJnninbail Petan;
Keixutsertaari petani sef 'oaim;n? cir..'aksud 0;da ay3i {1) Oilakukarl S€cZr3

bertahap dair ditingkaftan .s*ua: dengan perkerrlLrsnaan kem:rnnpiran petani.

Ketentuan dan tata cara pernberian bantuan Pemerintah Daerah Sebagaimana

dinraksud ayat (3) diatur lebih larrjut dengan Peraturan tsupati.

Pasal 13

l;,.;,i:i;,.;.1,;.;i r. -;iJ ti;t::nE3n dan peng:lolaan ii-igasi par-tsipatif sciiJ:iin:nl
yang ciiinairsud paia pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pemberdayaan Lembaga Pengelola lrigasi

Pasal 14

Pemerintah Dae,ah melakukan oembe,rdayaan P3A melalu! penguaian dan

peningkatan kemampuan P3A;

Pemerintah Daerah meneiapkan kebljakan Caei'ah berdasarkan kebijakan

Nasionaltentang pemberciayaan P3A sebagaimana dirnaksuC dalam ayat (1);

Pedoman pemberdayaan P3A diaiur lebih lanjut melalui Perauran Bupati

Pasal 15

Peirprintah Daerah sesuai dengan ke,wenangannya rrelaksanakan penelitan

dan pengembangan teknologi daiant biciang riiEasi;

Pemerintah Daerah mendorong cian nrenciptakan kondisi yanE menduliung

untuk meningkatran petaksanaan penelitian Can pengembangan teknologi
dalarn bidang irigasi oleh masyaakat
Pemerintah Daerah menrfasiiitasi perlidungan hak penemu dan temuan

teknologi dalam bidang irigasi dengan Keputusan Bupati sesuai
kewenangannya.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1iAuihr e nr fogic FirJ<q



(1)

', ,(2)

BA.B IV

POI.A PENG.6. ii.JRAN AIR |RIGASI

Sagiar; Feitama

Hak Guna Air lrigasi

Pasal 16

Hak guna pakai Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat paCa sistem irigasi yang

sudah ada diberikan kapada P3A di setiap daerah irigasi oleh Bupati;

lzin alokasi air untuk pengembangan irigasi pada sistem irigasi baru atau irigasi

yang sudah ada diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan da'i
pemrakarsa pengembangan sistem iri gasi;

(3) Berdasarkan izin alokasi air sebagaimana dimakud pada ayat
memberi hak guna pakai air kepada P3A, setelah jaringan

berfungsi;

Pemberian hak guna pakai air sebagaimana dirnaksud pada ayd (1) dan {2)
dituangkan daiarn bentuk surat ketetapan yang dilengxapi dengan oaftar luas

petak tersier;

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dinnaksud paca ayat (1)

pembagian dan pemberiannya dilakukan oleh pelaksana pengeiolaan irigasi

sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak iemie[
Hak guna usaha air untuk irigasi pada sistern irigasi yang sudah ada diberikan

oleh Bupati berdasakan permohonan ciari pengelaia ingasi;

Hak guna air"untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) Can

ayat (4) diberikan dengan tetap memperhaiikan kepentingan iainnya;

Pemerintah Daei'ah tetap mengakui hak ulayat mayarakat hukum adat

setempat dan hak yang serupa dengan ifu yang berkartan penggunaan air

irigasi, sepanjang tidak bei"tentangan ciengan kepeningan nasional dan

peraturan perundang+ndangan yang berlaku.

(2) Bupati

irigasi siap

(4)

(s)

' (6)

irr)
l*,
I

I

I

II
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{i)

{2)

(3)

Pasal 17

Ai':kasiairya:ig citetapiari daiam na;r guna pakair;'iauoun [3i" r3iil'r?,saha aii'

dapai ditinjau kembali apabila persyaata$ yailg dijadik3x d2:s3rpemberian izin

dan atau kondisi ketersediaan air rnengalam! perubahan kualiias dan kuantitas;

Hak guna pakai dan hak guna usaha air uniuk irigasi diberikan berdasarkan

ketersediaan air dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang -
kurangnya 5 (lima) tahun dan pating lama 10 (sepuluh) tahun, seiu dapat

diperpanjang;
Persyaratan pemberian izin hdr guna air unfuk irigasi akan diatur lebih lanjut

melal ui Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Penyediaan Air lrigasi

Pasal 18

Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produksi pertanian yang

maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya;

Rencana penyediaan air irigasi sebagaimana pada Avat (1) didasa/ran pada

prakiraan ketersediaan air yang digunakan sebagai dastr penywunan rencaria

tata tanam;
Dalam penyediaan air irigasisebagainnana dimaksud pada ayat (1), perienntah

daerah mengupayakan opiimasi penyediaan air daiam satu daerah irigasi dan

aniar daerah irigasi.
Pemeri ntah D aerah rneng upayd<an keandalan ketersediaan, pen genriai ian d an

perbaikan mufu air lngasi.

(1)

(2t

i3)

(4)

Pasa.l19

il) Penyusunan re(wana tata tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat

(2i disusun oleh lnshnsi terkait berdasarkan usulan P3A;

(2) Rencana tatatanam yang disusun oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibahas dan disep*ati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oieh

Bupati.

I
Authr e m6 Bogion Hr*m 15
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l/?'t Pedoman rencana tata tanam sebagaimana Cimats'..'d gade +-ai(1) ditatapkan

rleh Rupat! melalrri koordinasi oergan leiiibaga pe,g"ida irigxi.

Pasal ?0

Rencana iahunan penyediaan air ingasi paila setiap ciaerah irigxi disusun oleh

Dinas Kimpraswil;

Rencana iahunan penyediaan air irigasi sebagainuna dimaksud pada ayat (1)

disetujui oleh komiii irigasi sesuai dengan kebtrtuhan air irigasi yang diperlukan

berdasarkan usulan P3A;

Rencana tahunan penye{iaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oteh Bupati.

Pasal 21

tJntuk mengatasi kekurangan air pada lahan perbnian agar sesuai dengan

rencana tahunan penyediaan air yang teiah ditebpkan, penerintah daerah

mengupayakan penyediaan tarnbahan air dari berbagai surnber dengan

rnemeprhatikan kelestarian lingkungan;

Dalam hai penyediaan tambahan air sebagaimana Cimaksud pada ayat {1)

tdak terpenuhi, Bupati menetapKan kembali rencana Oembagian air para

pemegang hak guna air irigasi sesuai ciengan asas keadrlan dan

keseimbangan.

Bagian Ketiga
Pembagian, Pemberian dan Penggunaar A.ir irigasi

Pasal ?2

(1) Rencana pembagian dan pembeian air l'igasi disrcun oieh Ctinas Kimprasvil

berciasairan rencana tahunan penyediaan air i-iqai sebagama'ia Cimailsucj

pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini;

(2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagairnana dimd<sud

pada ayat (1) disepakati oleh komisi irigasi sesuai dengan h*. guna air irigasi

i,ang ielah cliteniukan atau kebufuhan air irigasi yang dipedukan berdasarkan

usulan P3A;

(2)

(3)

(1)

(.2)

Authc € nu 8o9io Hukw
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(1)

{2)

(3) Rencana tahunan Penrbagian air' :dg;:i :ebagairrana Cimaksud pada ayat (2)

riiiai:tkan oleh BuL, ;i:

Pasal 23

Pemberian ar irigasi ke petak iesier harus dilakukan meialui bangunan sadap

yang tetah ditetapkan dalam rencana teknis '

Rencana teknis sebagaimana dimaksud paOa ayat (1) bagijaringan irigasi yang

menjadi tanggung jauab pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati melalui

Dinas Kimpraswil;

Rencana teknis seoagainnana dinnaksud pada avat (1) baqijadngan iigasi yang

menjadi tanggung jawab masyaakat pehni diietapkan oleh P3A;

Untuk pengalokasian dan pencatatan pernbagian dan pemberian air, bangunan

bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan a,lat pengukur debit dan

papan operasi;

Pasal 24

Penggunaan aii'ii'igasi hanya diperkenakan iengan rrengarnbil aii'dari saluran

kuarier pada iempat pengambilan yang ielah drtetapkan oieh P3A;

Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi unfuk tanaman indusft ya'rg telah

mencapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan pe:'aiuran perundang-

undangan yang berlaku diatur derrgan mengutamakan bnarian pangan ;

fuahiia debit air tidak rnencukripi untuk dapat nienrenuhi keperluan tanantan

inCusfi Can tanaman lain secara oe.rsarrazn Can nerata, maka penggurtaan air'

diatur secara bergilir yang ditetapkan dengan Peratur;ri Bupati.

t /?\
: \v,

(c\

ti,

,.1)

ir)

Bagian Keempat
Penggunaan Air untuk Kepeduan Lainnya

Fasal 25

Air drn iarinnen irin:ci rlen:t dinornlnrir:n f:nne izin v:nn hanrrantnn. ur vsr r Jar tr ryal t r rvqrr vsyq( vryvr Vqr rq\qr r (qr ryq ra!t t , qr rV vvl lrvl lql lV

hal-hal .

a. l.,,lemenuhi kebutuhan pokok sehari-hari :

/'1 \t',' d:lem

L.;rr € r,or Bocia. rdiw 17
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c. Laiulintas air yang bukan konreai!;
ij. Penangkapan ikan;

c l,lc;nberi minum C;n memandikai ternai.r oada teir:;;- , :i I cjrte litukan.
[tientuan sebagaimana Cim;llsuit paoa al'31 (1) iei'r:asli :engi:nlrilat: tarah,
pasir, kerikil, batu i.ida jaringan idgas: Caiairr r':^:gk3 Kepenungan

pemeliharaan menuruttata cai'a yang ditetaekan oleh Dinas Kimpraswil sesuai

Cen g an ketentu an per atur an perundeng-undang an y an g be:: zku,
Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang

dalam hal budidaya perikanan airtarar;
Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini

hanya dapat dilakukan dengan cara fang tidak menghanrbat aliran, tidak
mengurangi debit air dan tidak mengubah sifar air serta nenurut kaidah teknik
irigasi.

Bagian Kelima
Drainase

Pasal 26

Untuk mengaiur air secara baik yang memenuhi syaat-syaat teknis irigasi dan

pertanian, maxa pada setiap pembangunan ja'ingan irigasl oedu ciilengkapi

dengan pembangunan jaringan drainae yang me{upa{an satu }<esatuan

dengan jaringan irigasi ;

Air irigasi yarrg disalurkan kembaii kesuatu sumber air melauijarii:gan drainase
harue ciijaga kuaiitasn-va dengan upa.ea pencegahan p€ric€maran agar

mernenuhi syaiat-syai'at kualiias tertenfu Frdasarkan cetaturan neruridang-

undangan;

FiA. dan rnasyai-akat wajlb iliut seria nnenjaEa kelangsungan fungsi jarlngan

drainase.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

.1 Auihr Q mon 8o9io Hr*rnt
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(2i

tsagian Kegiirrrn

Pen.qg'"rnaan Langsusg Aii- irigasi Cari st;mberAir

Pasal 27

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air untuk irigasi langsung dari

sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati ;

Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi langsung dai cekungan air

ianah untuk kepentingan perorangan harus mendapat izin dari Bupati sesuai

den g an peraturan peru ndan gan-u ndangan yang berlaku.

BAB V
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan lrigasi

Pasal 28

Pembangunan jaringari ir-igasi dilaksanakan beidasarkan rencana induk

pengelolaan sumber- oaya air atau rencana induk pengembangan iiigasi

rjiwilayah sungai yang bersangkutan ;

Rencana induk pengernbangan idgasi diwilayah sungai sebagaimana dimaksud

pacia ayat (1) disusun berdasa*an pola pengelolaan sumher ciaya air dan

,r€ncanA tata ,.uang rvilaya,h r,iengan rnempe,*atikan peleStadan SUmbA daya

air rian diteiapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana induk pengembangan irigasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

disusun berdasarkan hasil konsultasi publik yang nelibafltan instansi sekioral,

pemerintah daerah, masyarakat petani dan pihak tain yang terka(
Pemer"in'tah Daeiah sesuai derrgan kewenairgan nya bsizng gungkawab daiam

pembangunan jaringan ir-igasi prinrer dan sekundei;

Pembangunan jaingan irigasi tersbr menjadi hak tian tanggung javab

masyarakat petani yang bersangkutan;

Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan

jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah

(1)

il\
,Ll

!

. (4)

(5)

(6)

Aui

,
J
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t/)

(8)

(e)

(1)

(2)

/?\
t.r,l

I
.t

(1)

, (2)

, (3)

dapai membaiiiLi PembanEiinan jaingan yang bersai'rgkutan. berdasarkan

permintaan r' l:r >?,t iengan memperlihai.tan pnnsrp r'.ernandirian;

BaCan usaha, baJan scsial. perseroan lian cemaka ail ii-igast untul.: r.epeii*an

!a'nn;a :VaitE rnentanfaatkart Sutiltrei' air atau jaringa'r ir-igasi vang sudah aia
dapat membangun jaringannya sendiri be rdasa*an rencana induk

pengembangan irigasi setelah mendapat izin dai'i tsupat ;

Pembangunan jaringan irigasi bau dilaksanakan sectra patisifatif dan

berdmarkan norma, standar, pedornan yang berlaku;

&tiap pembangunan jaingan irigasi bau harus dilengkapi pedornan operasi

dan perneliharaan jaringan irigasi daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 29

Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pem*ai air unfuk keperluan

la'nnya sesuai dengan kebufuhan dan kemampuannya dapat melaksanakan

pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setefah mempei'oleh izin

pembangunan jaringan irigasi dan peflggunaan air dari Bupati ;

Pedoman tata cala pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diteiapkan dengan Peraturan Bupat ;

Penrbangunan jaringan lrigasi sebagaimana dimai'.sud pada ayai. i1)
,jiraksanakan seSusa! noi-rna, standa, Sedoma,l dan manual Seita dengan

persetujuan dan supervisi cleh Penerintah Daerah-

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan lri gasi

Pasa! 3C

Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan bei'dasarkan rencana induk awai;

Penrerintah Daerah sesuai kewenangannya iiertanggungjau'ab dalan

pei'ringkatan jaiingan irigasi primer dan sekunoer ;

Peningkatan jaringan irigasi tersier dan saluran irigasi air 'ranah beserta

bangunan didalamnya nrenjadi hak dan tanggungjarab masyarakat petani

wrnn harcrnaVrtcn'
t (/t rY wl oql lYl\glql I t

(4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksan*an peningkatan janngan

irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, pa ierintah daerah dapat

Ar.thr € ro Bogio Hukm
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qiennbantu peningkatan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan oermintaan

dari P3A.dengan mempei-hatikaq prinsip l.e,' :ncir-ian;
6aian usaha, baCan sosiai, persgoiangan dan oercri:ai 3;r ;n'325i 'J'rtirf
keperirian iainnya yanq nlerna;.iz*.2.:, :unrb',i air can atai: ;anngai ingasi

sesuai ciengan kebutuhan dan kemampuannya ciapat meningkatkan
jann gannya sendiri berdasafxan rencana i n d uk pe n gemban g an iri gasi ;

Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan secara pacspatif dan berdasar'ran

norma, standar dan pedcman yang berld<u;

Perubahan dan aiau pembongkaran jaringan irigasi priner dan sekunder yang

rnengakibafl<an perubahan bent* dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka

peningkatan jaringan irigasi hans mendapat iln dari Bupati;

Perubahan dan atau pembongkaran jal'ingan tersier yang filengakibatran

perubahan berrtuk dan fungsijaringan irigasi harus nrendapat persefujuan dari

P3A yang bersangkutan.

BAB VI

OPERASI DAN PEMEUHARAAN JARINGAN IRIGASI

Eagian Pertama
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasa! 31

Operasi cian perreliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi

wewenang dan tanggung jawab Pemenntah Daerah;

P3A sesuai dengan keinginan dan kemarnpuannya ciibidang llelernbagaan,

teknis dan pembiayaan dapai berperan ssta dalam cparasi dan pemeiiharaan

jaringan irigasi primer" dan sexunde[
Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi te.rsier rneriadi hak dan ianggung
jawab masyarakat pe{ani yang bersangku+.an:

P3A dapat melakukan konfol sosial pada laringan iriga$ prinrer dan sekundeq

Pelaksanaan operasi dan penreliharaan janngan ingasi didasarkan atas

rencana tahunaan operasi dan pemelihaaan yang disepakati bersama Secara

ertulis antara pemerintah daerah dan P3A dan pemakd iaringan irigasi lainnya

.;isetiap irigasi;

(6)

(-/)

/el
tv,

(1)

i2)

(3)

(4)

(5)

/
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i.Jl

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Operasi dan pemeliharaan iadngan iligasi dilaksanal<an setara padisipaSf dan

sesuai denoan ncrnla, starrdai cian reicrrran yang irc'::l'.rt;
Operasi dal nemeiiherr.arr jaingan k-igasi n.ii". baoan usaha, badar. so:iai.

Fei'seorangan o:n pem;rai ai; rngesi rjn:Jk keperi:dtl la;rr'lya n'rs1j;di

tanggung jawab pihak yang bersan$urtan.

Pasal 32

P3A bersai-ra Pemeriniah Darah nenetapkan waktu dan bagian jaingan

irigasi yang dikeringkan untuk penrerksaan dan atau perbaikan;

Pengeringan bagian jaingan irigasi untuk kegiatan pemeliharaan dilaki.ikan

paling lanna 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air ingasi

selamballambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan;

Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan perlu

dijadwalkan dalam rencana teta tanarU
Waktu pengeringan untuk nengabsi keadaafl yutg bersifat darurat capai

dilakukan lebih lama dari 2 (dua) mingW.

Bagian Kedua
Pen gamanan iaringan ingasi

Pasal 33

Untuk menlaga kondisi .jan fungsi ja-;ngan idg:-si lembaga pengelcla irigasi

sebagair.rana dimaksud patla Pasai 6 ayat (2) beftanggungiau'ab rneiakukan

pengamanan jaringan irigas!;

Pemanfaatan aii idgasi, pengguna jaiingan irigasi dan masyai'akat ikut

berperan serta Calam pengainanan jaingan irigmi .

Pasal 34

(1) Sebagai usaha pengamanan jaingat irigasi sebagaimana dimaksuci pa0a

pasal 33 ayat (1), ditetapkan gab sempadan ingasi uniuk bangunan dan

pagar;

(1)

(2\
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{21 Gads sempadan untuk bangunai diukur' dari sis.i atrs iepi salui'an ,vang tdak
barianggui ata,; dari kai,i iailgOul seberah iuar s;,;ra; 'bangunait irigasi atait

draina,qe deirgan iarak :

a. Sekurang-kura rgnya i (liniai meter unt.il, saruran dengan kapasiias le bih

dari4 m3idetiK;

b. Sekurang-kurangnya 3 (tigai meier untuk saiuran dengan kapasitas 1

sampai 4 nn3idetik ;

c. Sekurang-kiirangnya2(dua) meter unfuk saluran dengan kapasitas kurang

dari 1 m3idetik;
Dikawasan pembangunan padat jarakjar* sebagaimana dirnaksud pada

huruf a dan b ayat (2), bisa diperkecil nenjadi masing+nasing 4 meier dan 2

meteI
Garis sempadan unfuk pagar pengamanan diukur dari sisi atas tepi saluran

yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar salurarribangunan

irgasi atau drainase dengan jarak :

a. Sekurang-kurangnya 3 (ttga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih

dari4 m3/detik;

b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) neter untuk saluran dengan kapasiias 1

sampai 4 m3/detik;
c. Sexurang-k,.rrangnya 1 (safu) meter untuk saluran dengan kapasiias

kurang dari 1 mllcjetik;
Garis sernpadan yang berbatasan dengan prasarana publik lainnya ditetapkan
cacrrri dannrn nor:*r:ran wenn hadrlzrl'gVUUsr WVlrYArr lrvr q(urqrr,r<riry uvr ga\gt

Gans sempadan sungai yang berfungsi sebagai drajnase jadngan irigasi

ditetapkan sesuai dengan perat'uran yang berlaku untuk surrgai .

Pasal 35

Daerah sempadan jaingan irigasi dapat dirnanfaa&.an setelah rnendapd iln
dari yang benvenang sesuai dengan peraturan yang bedaku;
Garis sernpadan jai'igan irigasi di daeran perkotaan dan ata,u cada kawasan

perkotaan yang suclah terbangun, sepanjang iicjak nnenrbah fungsi jmngan

irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik iiigasi daiam

rangka menjamin kelangsungan fungsijaringan irigasi ;

Daerah sempadan jaringan irigasi hanya boleh dimanfaafl<an untuk :

a. Budidaya pertanian dengan jenis tanarnan yang diizinkan ;

(3)

(4)

(s)

{6}

t1)

i2)

(3)
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(4)

{5)

b. Pemasangan papan reklare, pean penyt.,iuhan oan peringatan sefia
raarbu-rami;d [ieKeqaan;

c. Pemasangan rentangan kabel rsfik . kabei iclepcir dan pic: aii rninurn;

d. Pei,:ar:caiigan aiau cqncasi p,'a:aiani jaianfy-;i176lan, yalan xereta agi

maupun piasarana umum;

e. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang beisrfat sosial dan

kemasyarakatan fairg fidak menimbulkan dampak merugikan bagi

kelestarian dan kearnanan fungsiserta fisik jaringan irigasi;

f. Pembangunan prasarana lalufintas air, bangunan pengambilan dan
pembuangan air;

g. Semua aktifitas diatas ttdak nenimbulkan dampak merugikan bagi

kelestarian dan keamanan fu ngsi irigasi;
Bupati kewenangannya dapat nenetapkan suafu ruas di daerah sempadan

untuk membangun jalan inspe,ksi dan atau bangunan pengairan yang

diperlukan, dengan ketentuan lalun milik perorangan yang diperlukan

diselesaikan melalui pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Masyaakat yang memanfaakan lahan di daerah sempaCan wajib nrentaati

keientuan vang berlaku serta ikut secara aktif rjalam usaha pelesiarian dan

keantanan baik fungsimaupun fisik jaringan iiigasi;
Masyarakat wajib turut serta aklif mengar'nankan rungsijaringan irigasi;

Keientuan mengenai tata cae pemanfaatan senpadan janngan irigasi

ditetapkan Gngan Peraturan Bupat.

Pasai 36

Perubahan sebagian jaringan irigai oi dalann suat"r daerah irigasi yang telah

ditetapkan menjadi sebagian kanasan pembangunan non pertanian, tetap
merupakan keweriangan bidang ingasi;

Perubahan seluruh jaringan irigasi didalam suatu daerah irigasi yang teiah

diietapkan rnenjacii kawasan penrbangunan non pedisnian, dapat dirnanfaatkan

sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan

tersebut
Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

(0)

(7)

(1)

(2)

(3)
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(1i

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB VII
REHAB|UTASI JARINGAi'I i RjGA -sl

Pesa! 37

iiehabiiitasijaringan irigasi be.dasaf.arr pricritas kebutuhail pei-baikan iiigasi;

Pemerintah Daerah sesuai clengan ko,venangannya bertangg ungawab dalam

r ehabilitasi jarin gan irigasi prirna dan sekunCec

Rehabilitasijaringan irigasi iasia nenjadi hak dan tanggungja'vab masyarakat
petani yan g bersangkutan;

Rehabilitasi jaingan irigasi yang drbangun oleh badan usaha, badan sosial,

perseorangan, dan pemakai air irigasi unfuk kepuluan lainnya menjadi

tanggung jawab pihak yang bersangkuhn;

Rehabilitasi jaingan irigasi yang bersifat rnuliiguna menjadi tanggung jawab

bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang

bersangkutan;

Perubahan dan atau pembongkaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang

mengakibafl<an perubahan benfuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka

rehabilitasijaringan irigasi haus rnendapat iz.in Cari Btipaii;

Rehabiiitasi jan'ngan iiigasi ditakand<ar-' secara pariisipatf dan berdasari<an

norma, standar dan pecioman yang Lerlaku.

BAB VIII

PEN G EL0LA.6!r'l ASET I Rl GASI

Bagian Kesatu
lnvenkrisasi Aset !rigasi

Pasal 38

lnventarlsasi aset irigasi bertujuan unfuk nendapatran cid,a kondisi dan iungsi

seiuruh aset irigasi pada setiap dasah irigasi;
lnventarisasi aset irigasi rneliputi inventarisasi jaiingan irigasi. dan aset irigasi

lainnya yan" terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga

pengelolaan .iigasi dan su,nber daya manusia:

(1)

(2)

l

I

l-i
I
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(3)

l,' i

/(\
\vi

(6)

j

lnventarisasi jaringan irigasi sebagaimaia jimaksud pada ald {2} rneliputi

fisik, kc>ncisi, dan fungsijai:rgan i;rga,si, kei*::diaan air c?n diea:::l!syanan;

Penenntah Daerah dan pen-'eintail drsa ienilixi .'vew?rlang dan iangg'trtg
jawab meiaksanal:an inventai,sasi aset iligas yaqg ine:'ijatli kewenanganny'a;

Berdasa*an hasil iriventarisasi *bagairi:ana dimaksud pada ayat {2)'

Penre ri n'ta h D aerah me netaokan daftar i nvectarisasi sesuai kewenan gan nya;

Penprintah llaerah sesuai dengarr tingkat kewenangannya melakukan

kompilasi data dan menetapkzr dafw inventarisasi daerah irigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pelaksanaan inventarisasi sebagdmana $maksud pada ayat (2) dilakukan

setiap 5 (lima)tahun sekali pada seliap daerdr irigasi yang bersangkutan;

Pelaksanaan inventarisasi sebagdmana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

setiap tahun pada setiap daerah irigasiyang bersangkutan;

Hasil inventarisasi sebagaimana &naksud pada ayat (2) dijadikan sebagai

bagian dari sistem informasi irigasi;

Sistem informasi irigasisebagaimana dimaksud pada ayai (8) merupakan sub-

sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengeiolaan Aset lrigasi

Pasai 39

Perencanaan pengeloiaan aset ingasi merupakan kegiatan anaiisis data hasii

inventarisasi dan perurnusan reirena dne* lanjrrt untuk mengoptmali'.an

cenianfaatan aset irigasi dalam se!'e daerah ftigasi;
Ferneiinian Drerah rnenyusurr dai rrenetapkarr rei'cana pengelolaan aset irigasi

sesuai dengan wei renang dan tanggtnE javrabnya;

Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan rnelibafi.an

semua pengguna air secaa demokcdis, fanspaan dan akunbbei;
Rencana pengelcieian aet irigasi Cisrsun dan ciitetaokan se$ap 5 ilinnai 'ahun.

(7)

(8)

(e)

(10)

(1i

(2)

(3)

(4)

)
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/11
\ ',

(2)

(1)

(rl

i1)

tQ)

lag!an Ketiga
Felaksanaan Pengec!ean .6.sct inqasi

Pasal 40

Penedntah Daerah melaksan*an pengelolaan aset irigasi secara
berkelanjutan berdasarkan rerrcana pengelolaan aset irigasi yang tefah
ditetapkan;

Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan P3A nretaksanakan
pen gelolaan aset irigasi yan g menjadi hng g u n$awabnya secara berkelanj utan.

Bagian Keempai
Evaluasi Pengelolaan Aset lrigasi

Pasal 41

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahurr;
Evafuasi peiaksanaan pengeloiaan asei irigasi sebagaimana di'naksud patia
ayat (1) untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dar, pelaksanaan
pengeioiaan aset irigasi sebagai masukan bagi pengeloiaan aset rrigasi tahun
benkuhya.

Bagian Kelima
Penghapusan Aset hi gasi

Pasal 42

Pemerintah Daerah sesuai dengan kevrenangannya nplaksanakan
penghapusan asei irigasi berdasarkan ieft)ana pengeloiaan aset irigasi;
Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pacia ayat {1} dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang+ndangan.

I ,foth- € noa Bogio Hti<m
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(1i

(2)

Bagian Keenann

Pedoman Penge!rl:an Aset irigas!

Pa:al 43

Pedoman ne ;rgelolaan aset irigasi nreliCut inveniarisaSi, perencanaan

pengelolaan, pelaksanaan perlgelolaan dan evaluasi pengeiolaan se'ia

penghapusan aset irigasi;

PeCornan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibtapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEFi{BIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 44

Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pr,imer Can

sekunder rnenjadi tanggung jawab pe,-neriniah ciaerah sesuai dengan

kewenangannya,

Pembiayaan pembangunan dan peningkaian jaringan irigasi tersier menjadi

tanggunqjawab P3A sedangkan bangirnan sadag. saluran sepanjang 50 lr4 dari

bangunan sadap, cian boks tei-sier sena bairgunan pelengkap tersier iainnya

menjadi tan ggungiawab Pemerintah Dsah ;

Dalam hal penumpulan petani nrennakai air hdali fll&TipU, petani pemakai air

dapat mengajukan peniiintaan banluan ian dukungan fasilitas kepada

Pemeriniah Daerah;

Atas dasar permintaan bantuan dan dukungnn freilibs sebagaimana dirraksi:d

pada ayat (3) pemerintah daerah riemberikan Daniuan dan duktingarr fasilil.as

dengan mempertratikan prinsip kemandirian;

Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun

oleh badan usaha, bacian sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi iainnya

nrenjadi tang g u n grzu'ab pihak yang basangkutan:

i1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6) Dalam hai tedapat kepentiilgan rnerdesak uniuk pembangunan dan
peningkatan lanngaa irigasi, :)efl-.3i:rt?h ,jaerah d:iat b,..llerjasar:: dalact

lrei r;iiavaan oi luar yang r,'enjadi ke'venangannya.

Bagian Kedua
Pennbiayaan Pengelc iaan

Pasal 45

Pembiayaan operasi, perneliharaan, dan rehabilitasijaingan irigasi primer dan

sekunder menjadi tanggungjarab penerintah darah sesuai dengan
kevrenangannya;

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus

dalam anggtran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut
dana pengelolaan irigasi;

Dana pengelolaan irigasi sebagaimana pada ayat (2) berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja pemaintah drerah serta bantuan dad sumber lainnya

sesuai dengan peraturan paundang-undangan yang iialaku;
Penggunaan riana pengeiclaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem konfair
dengan pihak iain, atau srvakeloia yang nnelibd'nan pe*.urryulan petani

pernakai air setempat sesuai dengan peratu--ran penind:r:g-undangan yang

berlaku;

Pembiayaan operasi pemelihai'aan, dan rehabilitasi iali,tgan irigasi tei'sier

menjacir tanggung jawab P3A di wilayah kena yang bersangkutan;

Dalam hal P3A tidak marnprr, petani pem*ai ar ciapat retigajukan perrriiniaan

banhian dan Cukungan fasilitas kepada pemenntah da"ah,
Atas dasar pe{'miniaan bantr:an rian dukungan fasiilias sebagaimana dinlaksuC
pada ayat (6), pemerintah daerah sesua kwenanganny: ni::mben'kan bantuan

dan dukungan fasiiitas dengan nrernperhatikan prinsip kernancinan;

Pembiayaan operasi, penelihaaan, dan rehabiiitasi jaringan Hgasi lainnya

nenjadi tanggung jarab pihak yang bersangku"tan;

Pengguna jaingan ingasi lainnya wajib kut sera daiam pembiayaan

pengelolaan irigasi.

Ar?hf C ao Bogion Hukw
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Fas:! 46

Pembrayaan opeiasi. pemeiihaiaan. dan renabii;as' jarinqai 'casi sebacarmana

cii'rialisul paca pasal 45 avat (1) ;ngasi Cicasa:k;n aizs ar;^."
pengelclaarr ingasi di setiap caerah irigmi yang dihitung bers".:a
Daerah dan P3A berdasarkan penetusuran ia,ingan cen,J-*n

konfibusi P3A

ke:i'i.:lian,;iaia
cle.h Fennerintah

rrn:nrperhatikan

Bag[an Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengeblaan lrigasi

Pasal 47

(1) Pembiayaan pengelolan jaringan idgai sebagaimana dimaksud paca pasal 46

dikoordinasikan dan dipadukan nelalui Konusi lrigasi;
(2\ Koordinasi dan keterpaduan sebagairnana dlmd<sud pada ayat (1) dilakukan

sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan i'igasi yang direkomeirCasikan oleh

Komisi lrigasi secara proporsional dan banqaran:
(3) Dala..n rangka pelaksanaan kcordinasi cian keirpaduan pelaksanaan

pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dirnaksuti pada ayat (2)

Komisi lrigasl dapat meiibaftan Pemeiintah Daerah. dan Pihak- pihak Lain

,vang terkait dalam peiaksanaan pemoiayaar pengelolaan ir-igasi;

Bagian Keempai
luran Pengeblaan irigasi

Pasal 48

(1) P3A mempunyai hak dan ianggung;'arab mengumpulkan, mengelola dan

memanfaaftan iuran pengelciaan irigasi pai^a anggotanya berdasarkan

Anggaran Dxa. dan Anggai'a'i Rurnah Tanggai-ry''a;

(2) Pembedakuaq ketenfuan mengenai iuran pengelolaan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serenbk unluk selui-dh daerah irigasi;

(3) luran peng-^iolaan jaingan irigasi s-'baga',nana dimaxsud p#a ayat (1)

dimanfaafl<an untuk pembiayaan pengeloaan jaringan irigasi tersier, jaringan

irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

/?\

BAB X
KEBLR LANJU IAI{ SSTE!'l lRlGASI

?asal 49

Penrerintah Daerah sesuai ciengan kewmangannya bertanggungja*ab

mempertahankan sistem irigasi secara be*elanjutan dengan mewujudkan

kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A dan mendukung

peningkatan pendapatan petani;

fu'lasyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersama-sama

Pemeri niah D aerah bertan g g u n gj asab nrenrperta h ankan ke bed anj u'ran fu n g si

sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayd (1);

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pemerintah Daerah nelakukan pengaturan dan bersama

masyarakat melakukan penegakan hr*unr peraturan perundangr.indangan

yang berakitan dengan irigasi.

Pasal 50

Dalam rangka memperiahankan keberianjuian iungsi sistem irigasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 -x& (1) Peraturatt Dae'ah ini Dinas

Kimpraswil membaniu mengendalikan terladinya aiih fungsi lahan beririgasi

uniuk keperluan non- pertanian:

Pernerintah Daerah sesuai dengan kavenar-rEannya Lertanggungjav"ab dalarn

rnelakukan penataan uiang sistem ir':gasi bagi .ragian jaringan ii-igasi yarrg

beralih fungsr;

Dalanr hal lahan beririgasi sesuai dengarr rerlcana s*rnula, pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya nel*,ukan pent'aan ulang sistem irigasi yang

ada.

a
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(1)

(2)

(3)

BA3 XI

KCORD!NASI PENYELENG..:A i r,: ::?iGASI

Pasat5'i

Llntuk menjamin terselenggaranya fungsi dan maafaai sistem irigasi diperlukan

kocrdinasi antara daerah irigasi dan arrtara sel(cr ierkait
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan melalui Komisi

lrigasi;

Komisi lrigasi mempunyai fuga membanfu Bupati dalam mei'umuskan

kebijakan untuk mempertahankan dan meningka?xan kondisi dan fungsi irigasi,

menetapkan pola dan rencana tata tanam, rencana penyeciiaan, rencana

pennbagian dan rencana pembaian air irigasi bagi tanaman dan untuk

keperluan lainnya, serta merekonrendasikan prkxitas alokasi dana pengelolaan

iri g asi yang menjadi wewenang dan ianggungjavrabnya;

Untuk kepenlingan koordinasi pengelolaan irigasi multiguna dalatn suatu

daerah dapat dibenfuk forum koordinasi daerah irigasi yang anggotanya terdiri

dari wakjl-wakil pengguna jaringan irigasi.

Pedoman i'nengenai pembentukan kcrnisi idgasi diaiur lebih ianjut dengair

Peraturan Bupati.

Pasal 52

Komisi lngasi selragaimana dlmaksud pada Pasal 51 ayat (3) beranggotakan

rvakil penrerintah dan wakil non-penenntah,vanE meliputi rryakii cjari P3A dan

atau vrakil kelompoli pengguna air lainnya dengan priasio keanggotaan

propor-sional d an keienrakil an:

Susurran organisasi, tata kerja dan keanggcban Komisi lrigasi diteiapkan

dengan Keptltusan Bupati;

Daiam melaksanakan tugasnya, Komisi lrigxi daoai mengunclang pihak terkaii
yang be.4<.epentingan guna rnenghadiri sidinE-sii;rrg korrisi tei'sebut u;ttitk

memperoleh infonnmi yang diperlukan;

Hubungan kerja antara komisi irigci dengan wadah koordinasi pengelolaan

sumber daya air pada tingkat nasiona!. provinsi. kabupaten dan wilayah sungai

bersifat konsultatf dan koorciinatif.

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(2)

(3)

(1)
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BAE Xii
P li'i GENDALIAN DAtl FENGA!'yA.S:ii'l

Pasaiili

Untuk menjamin tercapainya tujuan pengenibangan dan pengeioraan sistem

irigasi, oiselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengavrasan terhadap

seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

pada setap daerah irigasi;

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya rnelaksanakan

pengendalian dan pengalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

meli ba&an peran masyarakat
Peran masyarakat dalam peng;Masan sebagaimana dimaksud pada ayet (2)

dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan pada piirak

yang benrenang;

Bupat menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam

pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 54

Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengaYiasan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 aya'r i1), Penrei'iniah Daerah

menyeciiakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan

dan peilgelolaan sistem irigasi;

P3A, badan usaha, badan scsial, persecrangan can 6makai air irigasi untuk
Lanarjrrcn lainnrre rncnvorlia!'en infnr:'r'rrci nan.ralnl2-:rr irinaei ..r:nn rneniaritirUijUii;JCii iaiiiiitA iiivii!GiiiCiriiii ia-raviaaiqai yvaiyva\,re<!r rrryarrr tsrrY rrr!'rrrqul

tanggunEjavabnya.

BAB XI!
LARANGAN

Pasal 55

(1) Dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat

mengganggu fungsi drainase;

Aurirr g non Bogioe Hr*w JJ
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Fasai 36

(1j Barar;g :.rapi; it'ttaianggar kaiertuzft i.li,un-i paoa p:sa J4 ..an pasai 35
Peraturan Daerah ini dapat diarrcam dengan pidana kurungan seianra-lamanya
3 (tiga) bulan, can atau denda sebanyak-banyaknya i{p. 5 0c0.000,- (rima juta
rupiah);

{2) Barang siapa yang merusak fasilitas irigasi dengan sengaja yang dapat
mengakibafl<an ierganggungnya fasilitas irigasi diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan cian atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 10.000.000,- isepuluh juia rupiah) dan atau gantirugi sejumiah biaya yang
diperlukan uniuk perbaikan;

(3) Badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat
dijatuhi hukuman adminisfatif berupa pencabutan izin usaha;

(4) selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayar (1). aya (2) dan ayat
{3), sehinga mengakibatran pencemaran air, kerusakan lingkungan diancam
pidana sesuai peraturan peni ndang-trncian gan ya n g beriaku.

BAB XV
KTTENTUAN PERALIHAN DAN PEI{UTUi]

Pasal 57

Dengan bedakunya Peraturan Daerah iri, niaka :

(1) Semua peraturan peiaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan teiap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini:

{2) Perizinan yang herkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan ir.igasi .lang

teiah 0itercitjian sebelum ditetapkann,va peraturan Daerah ini dinyatakan teiap
bedaku sampai rnasa bedakunya berakhir;

t3) Jaringan irigasi yang telah diserahkan semeniara asetnya dan pengelolaannya
kepada P3A. dilakukan evaluasi rinaja pengelolaannya. Cengan ket^ntuan
sebagai berikut :

i.a: U ntuk menglit..r'i i:ohil3n1 3 ^ aii' p:nrerii'ia l,iaei'aii ber'i.:nan g menetapkan
iaiangan rr,enri .:ii 3airai.r r;;:alara: iedei,t, : l-.:i 3ails sernpacan;

Diiaral,; tltcit',ri,.<i. ,men: :.-lt rl:,,pui , 
- J-;l'ib0ngk;;r barc:lan-nai!-ijnan

iain yang l,e:aqa iiialarr:. c,?:as, maupun ya ,j.ieliniasisaiirran ii-igasi <eci.:aii

Cengan izin Peinei'iiriah Dae':h:
Dilarang menyadap air cari s:luran pemba*.a, seiain paoa tempai yang sucian

ciitentukan;

Tanpa izin Bupa'ii, ciilarang rnengambil air bawah tanah pada daerah irigasi

yang cara pengambilannya ciilakukan dengan mempergunakan alat mekanis;

Tanpa izin Bupati atau yang ben*enang, dilarang nengambil bahan-bahan
galian berupa pasir, kerikil. batu aiau hasil alam yang serupa dari jaringan

irigasi dengan alat mekanis can manual dalam jumlah yang besar;

Untuk menghindari terjadinva kerusakan irigasi, maka :

a. Dilarang mengembalakan, nrenambat<an atau menahan temak pada
jaringan irigasi atau pacia iahan dengan jarak yang diperkirakan ternak

dapat masuk ke dalarni',.ia;

b. Apabila dipandang periu P3A berhak nenyingkirkan temak keluar dari

sekitar jad ngan irigasi.

Diiarang mennbuang benda padat cian benda cair atau tanpa alat mekanis yang

dapat menghanrbat aliran. ,1en,qubah slfat air- sei-ta nnerusak jaringan irigasi:

Daiam iangka nrer4aga reiesia, ian jaringan ingasi, Cilarang :

a. l,;lenlbuai galian atau membuat selokan sepanjang jaingan irigasi oada
jarak tcrlentu yang dapat mengakibatkan terjadinya keboccran dan dapat

men gEang g u siabijitas jarinEan ingasi;

b. I'lerusak, niencabut nrnrput aau tana:nan yang ditanan pada tanggul

salurar, dair bangunan ingasi:

c. lvlenanam tanarlan paoa tanggu! dan atau fanali turuEn bangunan yang

fidak sesuai dengarr karoah teknb ii'igasi:

0. Menghalangi atau merintarrgi kelancai'an jalannya air dengan cara apapun

tanpa izin.

(10) Paria daeran sempadan dilaang :

a. hlembuang sampah donestik;
b. Membuang limbah indusil, limbah padat dan timbah caic

c. Mendii'ikan bangunan semipermanen dan permanen.

' ")

(4)

(5)

(6)

(7)

(E)

(s)
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Aurhr € f,on Eogic Hukum 35
34



a. Au.aoiia berdasar'<rr hasil evaluasi lei:geiclaan ir-igasi cinilai lei'zl
p80yr-ranan -tementar;i aset dan penge{oi;rnnya crlngkakan menjad,
ge|,.'/eialtan Se Suii Cengan pei'aiUran !if .ir:CiflVJrt.

b. lpabiia oerdasarkan hasii euaiuasi per:g.:irlaan irigasi oinyatakan icar.
la'y'ak, pengclciaan irigasi akan nenjatii tanggung jaivab peneiiniah daerah

s"-sirai kewenangan n ya;

c. Evaluasi kinerja pengeloiaan jaringar irigasi mulai dilakukan selambat-

lambatnya 1 {satu)tahun, dan diselesaikan paiing lama 3 (tiga)tahun sejak

Peraturan Daerah ini ditetapkan;
d. Dalam hal evaluasi beium selesai dilakukan, pengelolaan jaringan irigasi

tetap dilakukan oleh P3A yang bersangkutan;

e. Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diiakukan oleh

Pemerintah Daerah bersama F3A
(4) Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimarsud pada huruf c dilakukan

oleh pemerintah daerah kepada P3A disesuaikan secara bertahap berriasarkan

Peraturan Daerah ini dan diselesaikan paftng lama 3 (t'ga) iahun seja-k

Peraturan Dae'ah ini ditetapkan.

Pasal 58

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur ian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan tsupati .

Pasal 59

Peiaiuran Daerah ini rnulai beriaku pada tanggal diun,lanEkan.

Au:hr € mc Ecc,r Hukm -l C)



A.ca:"supaya setlro crarg daoai nienr';elahuinya r,e',erintahkan oenvundangan

F*ia.t:ran Daerah ir-1i de,,Ean peiiernpiiannya calam Lenr*haran Daeiaii (.ab'.paten

Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Padatanggal 11 Juni 2007

BUPAT] KONAWE,

T.T.D

II.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 2007

PIt. SE{RETARIS DAEMH
KABUPATEN KONAWE,

T.T.D
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